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TI:NTANG
 

PEDOMAN PELAKSAN.UN ANGGARAN PENDAPATAN
 
DAN BELANJA DAERAH<ABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

DENGAN RAHMA1 TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI LA MPUNG SELATAN,
 

Mcnirnbaug : a.	 bahwa aga pelek sanaar Anggaran Pendapatan dan 8clanja 
Dac rah Kabupaten Lempung Sclutan dapa t berjala n efektif dan 
cfiaicn serta seSUE i dengan kctcntuan Peraruran pcrundang­
undangan yang l.erlakc, maka perlu mengerur Pcdoman 
Pelakaariaan Angf aran Pcndapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Lampun ~ Selman; 

b.	 bahwa berdasarkan pcrtirnbangan sebagaimana c.imaksuct dalarn 
lu.nuf a tersebut d ata s, pcr-lu mene tapkan Peraturan Supati 
ten tang Pedomar Pclaksunaan Anggaran Penrlapatan dan 
Be le.nja Daerah Kabupatcn Lampung Selatan; 

Mengingat 1.	 Uridang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetaoan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tah uri 1956, Undeng­
Undang Darurat No 'nor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat 
Nomor 6 Tahun 19:)6 tentang Pembentukan Dacran Tirrgkat n 
tcrrnaauk Kola Pr.ija dalarn Ltngkungan Dacrah Tingkat I 
Sumatera Selatan scbaga. Undang-Undang (l.cmbaran Necara 
Reptablik Indonesia Tah u n 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik lnd onesia Nomor 1821); 

2.	 Undang-Undang NOIr',or 28 Tam.n 1999 tcutang Pcnycleoggaraan 
Negara yang Bcr-sih clan Bebas dat-i Korupsi, Kolusi dan 
Nepousrne [Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, T'ambahan Lembaran Negara Rcpublik lr.donesia 
Nomor 3851); 

3,	 Ur-dang-Undang Nortor 17 Ta lrun 2003 tentang Keuangan Negara 
[Lem bat-an Negara Rctrubli.c Indonc aia T'ahun 2003 Nomor 47, 
Tarnbahan Lembarar. Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4286); 

4.	 Undang-Undeog Nor-tor 1 Tahun 2004 (en tang Perbcr-daharaan 
Negara (l.err.baran N,'g"3r8 Repub.ik Indonesia Taburi 2004 Nomor 
5, Tam baha.n Lernbaran Negara Reptrblik Indonesia No-nor 4355); 



5.	 Undang-lJndang Nomor 15 Ta.hun 2004 tenta.ng Pemerikaaan 
Pengelolaan Tang.rung .Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Repubuk I -idonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tamba.han 
Lembaran Ncgara Fepu hlik Indonesia Nomor 4400); 

h.	 lJndang-Undang Nomor- 32 Talrun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lzrnharan Negara Repu hlik Indonesia Nomor 
4437), sebagaimann tela.h diu bah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undeng I' omor 12 Tal.un 2008 [Lem baran Negara 
Republik Indonesia Taman 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik In-donesia Nomor 4844); 

7.	 Undang-Undeng N omor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan an tara Pemcrtntah Pusat dan Pe merintahan Daerah 
(Lembaran Negara Repu bfik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembara n Ncgara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retrihusi Dae ral- (Lembaran Negara Rep'u hiik Indonesia 
Tahun 20U9 NomOI· 130, Tambahan Lembaran Ncgara Republik 
Indonesia Nomor 5(49); 

9.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 
Pcraturan pcrunde.ng-undangan [Lernbar-an Negara Rcpu blik 
Indonesia Tahun 21)11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 'lamar 5234); 

10. Per-aturan Pemerin .ah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana 
Per-imbarigan [Lemb aran Negara Rcpublik Indoneaia Tahun 2005 
No mor 137, 'I'ambuhan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

11. Peruturan Pemerintub Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistcm 
lnfor-maei Kcuangen Daerah (Lernbar-an Ncgara Republik 
Indonesia Tahun 2(05 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Ivomor 4576); 

12.	 Peraturan Pemerintch Ncmor 57 Ta.h.un 2005 tentang Hihah 
[Lernbnrari Negara l~epublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Neg3.!'a Republik Indonesia Nomor 4577); 

13.	 Pe-aturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah [Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahuri 
2005 Nomor 140;. Tambahan Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Nomor 4578); 

14.	 Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan Kinerja lnsfan si Pemer-intch [Lernbar'an Negara 
Republik Indonesia "nhun 2006 Nomor 25, Tarn bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

15.	 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Talrun 2007 tentang Organisasi 
Pcrangkat Daerah [Lembaran Ncgar-a Republik Indonesia Tahu.. 
2007 Nomor 89, Tarr bahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Ncmor 4741); 



16.	 Peraturan Pcmcrir tah Nemer 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Peme-intahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 'Tahun 2]OH Nomo r 127, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4890); 

17.	 Peraturan Pcmerin ah Nomor 69 'I'ahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Per ianfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Dacra h [Lernbaran Negaru Republik Indonesia 
Tahun 2010 vorno- 119, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

18.	 Peraturan Pemerin .ah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahuri 2010 Nomor 1'23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4~ 74); 

1Y. Peraturan Menter-i "ialam Ncgeri Nemer 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelols.an Keuangan Daerah , sebagaimana telah 
diubah beberapa ke li, ter'akhir- dengan Pcraturan Menteri Dalam 
Negeri Nemer 21 Ta -run 2011; 

20.	 Peratururi Daerah Ka bupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 
2007 lentang Polcok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun ?007 
Nomor 08, Tam bar an Lernbaran Daerah Kabupatcn Lampung 
Selatan Nemer 08); 

21.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nemer 06 Tahun 
2008 tentang Pcrnbr ntukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daera.h Kabupater Lampung Sclatan {Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampun ~ Sclaten Tahun 2008 Nemer 06, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) , 
seba.ga.imana telah diu bah beberaps, kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nemer 23 Tahun 
2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 
2012 Nomor 23, Tam bahari Lemba.ran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nr mor 23); 

MEIVJ UTUSKAN: 

Menetapkan:	 PERATURAN BUPATl TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KA.BUPATEN 
LAMPUNG SELATAN 

BAB I
 
KETENTUAN UMUM
 

I'asal 1 

Dalam Pcraturan ini ya- g dimaksud dengan : 

1.	 Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatun. 



2.	 Pemerintah Daera h adalah Bupati dan perangkat daerah 
sebagai unsur perryclenggara. Pemerintahan Daerah Kabupaten_	 DO 

Lampung Selatan. 

3.	 Bupati adalah BUp2 ti Lampung Selatan. 

4.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Lampung Sela.tan. 

5.	 Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 

6.	 Sekretaris Daeruh adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 

7.	 Satuan Kerja Pe.ungkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Sa1uan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 

8.	 Kepala Saruan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Kepala E:KPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

9.	 Jnspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan. 

10.	 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan adalah Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Kabupaten Lampung 
Selatan. 

11.	 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD udalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

12.	 Pejabat Pengelole an Kcuangan Daer-ah yang selanjutnya 
disingkat PPKD ad alah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan 
Daerah yang se lanjutnya disebut dengan SKPKD yang 
mempunyai tuga s melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai oendahara umum daerah. 

13.	 Bendahara Umum Dacrah yang selanjutnya disingkat BUD 
adalah PPKD y ang bertindak dalem kapasuas sebagai 
bendahara urnum duerah. 

14.	 Pengguna Anggar an adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan angg.iran untuk rnelaksanakan tugas pokok dan 
fungsi SKPD yang dipirnpin nya. 

15.	 Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
Kuasa BUD ad elah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian tugas BUD. 

16.	 Kuasa Pengguna Anggaran adalah pcja bat yang diberi kuasa 
untuk mclaksanal.an sebagtan kewenangan pengguna anggaran 
dalam melakaanalan sebagian dan [ungsi SKPD. 



17.	 Bendahara Penerim san adalah pejabat Iungslonaj yang drtunjuk 
untuk menerima, ntenyimpan, menyetorkan, menatausahakan, 
dan mempertanggu -rgjawa.bkan uang pendapatan daerah dalam 
rangka peiakaanaan APBD pada SKPD. 

18.	 Bendahara Penge uaran adalah pejabat fungsional yang 
dltunjuk menerirna. menyimpan, membayarkan, 
menatusahakan, can memper-tariggtrngjawabkan uang untuk 
keperluan belanja daerau dalam rangka pelaksanaan APBD 
pada SKPD. 

10.	 Ka.s Daera h adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Se1atan. 

20.	 Surat Pcnyediaan Dana yang seianjutnya disingkat SPD adalah 
dckumen yang menyatakan tereediariya dana untuk 
melaksanakan keaiatan scbagai dasar perierbitan SPP. 

21.	 Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang 
bertanggung jawab atas pelaksan aan kcgiatan/bendahara 
pengeluaran untu c mengajukan pcrrr.intaan pembayarari. 

22.	 SPP Uang Persedi aan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah 
dokumen yang diajukan bendahara pcngeluaran untuk 
permintaan uang muka kerja yang bcraifat pcngislan kembali 
(revolving) yang d.apat dilakukan dengan pembayaran langsung, 

23.	 SPP Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah 
dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk 
permintaan pen gganti uang persediaan yang tidak dapat 
dilakukan dengan pembayaran langsung. 

24.	 SPP Tambahan lang yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah 
dokumcn yang diajukan bendahara pengeluaran untuk 
permintaan tam Dahan uang persediaan guna mclaksanakan 
kegiatan SKPD yang bersifat rnendesak dan tidak dapat 
digunakan untuj: pembayaran langsung dan uang persediaan. 

25.	 SPP Langsung yang selanju tnya dieingka t SPP-LS adalah 
dokumen yang diajuka» oleh bendahara pengeluaran untuk 
per-min taan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas 
dasar perjanjian kent-ale ke-ja atau surat perintah kerja lainnya 
dan pernoayaran gaji dcngan jumlah, penerima, peruntukkan, 
dan waktu pem bayaran tertentu yang dokumcrinya disiapkan 
oleh	 PPTK. 

26.	 Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM 
adalah ookumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuas<l pcngguna anggaran untuk penerbitan SP2D 
atas	 beban penreluaran DPA-SKPD. 



27. 

28. 

29. 

3D 

31. 

32. 

(1) 

Surat Perintah Membayar Uang Peraedia.an yang selanjutnya 
disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh 
pengguna anggar:m/kuasa pengguna anggaran untuk 
penerbitan SP2D s.tas beban beban pengeluaran DPA-SKPD 
yang dipergunakan sebagai uang per-sediaan untuk rnendanai 
kegiatan. 

Surat Perintah Mernbayar Gan ti Uang Persediaan yang 
selanjutnya disingkat SPM GU adalah dokumen yang 
diterbitkan oleh pctgguna anggaran/kuasa pengguna anggaran 
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD 
yang dananya dipe -gunakan untuk mengganu uang persediaan 
yang telah dibelanj.ikan. 

Surat Perintah Mcmbayar Tambahan Dang Persediaan yang 
selanjutnya disir gkat SPM-TU adalah dokumen yang 
diterbitkan oleh pengguna anggaranjkuasa pengguna anggaran 
untuk penerbitan'sr'aO etas beban pengeluaran DPA-SKPD, 
karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu 
uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan. 

Surat Perintah Me:nbayar Langsung yang selanjutnya disingkat 
SPM-LS adalah dokurnen yang di-erbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pcngguna anggaran untuk pcnerbitan SP2D 
atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. 

Surat Perintah Fencairan Dana yang selanjutnya disingkat 
SP2D adalah doh. men yang digunakan sebagai dasar pencairan 
dana yang diterbit.can oleh BUD berdasarkan SPM. 

Buku Kas Umurn yang selanjutnya disingkat BKU adalah 
dokumen digunnkan untuk mencatat semua transaksi 
pener-imaart dan penge1uaran kas baik secara tunai maupun 
giral, mutasi kas dari bank ke tunai dan perbaikan/koreksl 
kesalahan pcrnbucuan. 

BAB II
 
PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN APBD
 

Pasal2 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dilakukan berdas arkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut : 

a.	 herna t, tidak mcwah , efisien dan sesuai dengan kebutuhan 
teknis yang dinyaratkan; 

b.	 terarah dar terkendali SeSll31 dengan rencana, 
programj'kegisran serta fungsi rnasing-rnasing SKPD; 

c.	 menggunakan hasil produksi dalam ncgcn dengan 
memperhatikan kemampuan j pntensi dacrah; dan 

d.	 dilaksanakan sesuai dengan keterituan dan pemtu 'an 
pcrundang-undangan yang ber-laku. 



(2) UP dapat diberikan :;etinggi-tingginya: 

a.	 1/12 (satu per duabelas) dari pagu DPA menurut klasiflkasi 
belanja barang dan belanja lain-lain yang diizinkan untuk 
diberikan UP m aksimal Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp. 900.000.000,00 
(sembilan ratus "uta rupiah); 

b.	 1/18 (satu pe:' delapa.nbelas] dart pagu DPA menurut 
klasifikasi belanja barang dan belanja lain-lain yang 
diizinkan untuk diberikan UP maksimal Rp.l00.000.000,00 

(seratus juta ru oiah] untuk pagu diatas Rp. 900.000.000,00 
(sembilan raus juta rupiah) sampai dengan 
Rp.2.400.000.000,OO (dua rnilyar ernpat ratus juta rupiah); 

c.	 1/24 (satu per duapuluh empat) dar; pagu DPA menurut 
klasifikasi belnnja barang dan belanja lain-lain yang 
diizinkan untuJ: diberikan UP maksimal Rp.200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah) untuk pagu diatas 
Rp.2.400,OOO.0 lO,OO (dua milyar empat ratus juta rupiah) 
sampai dengan Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah); 
dan 

d.	 1/30 (satu per tigapuluh) dari pagu DPA menurut klasifikasi 
belanja oarang dan belanja lain-lain yang diizinkan untuk 
diberikan UP maksimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah) untuk pagu diatas Rp.2.400.000.000,00 (dua milyar 
em pat rates jute rupiah) sampai dengan 
Rp.6.000.000.C 00,00 (enam milyar rupiah); 

BAB III
 
PELAKSAN II.AN PENGELOLAAN
 

ANGGARAN PENDAP.\TAN DAN BELANJA DAERAH
 

Pasal 3 

(1) Untuk pelaksana.m pengelolaan APBD, Bupati menetapkan : 
a.	 pejabat yang ciberi wewenang menandatangani SPD; 
b.	 pejabat yang c iberi wewenang mengesahkan SPJ; 
c.	 pejabat yang c iberi wewenang menandatangani SP2D; 
d.	 pejabat yang diberi wewenang menyimpan bukti ash 

kepemilikan kekayaan daer-a.h; 
e.	 bendahara peterirnaan dan bendahara pengeluaran; 
L	 bendahara p engeluaran yang mengelola belanja bunga, 

belanja subs.di, belanja hibah, be1anja bantuan sosia1, 
belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak 
terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD; dan 

g.	 bendahara penerirnaan pembantu dan bendahara 
pengeluaran 1rem ban ttl SKPD. 



(2)	 Untuk pela.ksa.naar. pengelotaan APBD, Pengguna Anggaran 

menunjuk: 
a.	 pejabat penataus aha.an keuangan; 
b.	 pejabat pembuat komitmen; 
c.	 pejabat pe1aksa 'ia teknis kegiatan yang diberi wewenang 

melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan suatu 
program sesuai dengan bidang tugasnya; 

d.	 pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti 
pemungutan pendapatan daerah; 

e.	 pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti 
penertmaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan 

f.	 pembantu beridahara penerimaan danjatau pembantu 
bendahara pengeluaran; dan 

g.	 pembantu pejat at penatausahaan keuangan. 

Bagian Kesatu 
Penggma Anggaran 

Pasal 4 

(1)	 Pengguna Angga,an wajiu menyelenggarakan pembukuan 
sesuai dengan kctcnruan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(21	 Pengguna Anggaran yang berhubungan dengan pelaksanaan 
APBO, menyampe.ikan Japoran setiap bulan untuk menyusun 
perhitungan anggaran secara tertib dan teratur kepada Bupati 
Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

(3)	 Pengguna AnggaranjPengguna Barang menyampaikan laporan 
setiap bulan atns penggelolaan barangjasset yang disertai 
dengan dokumen kepemilikan secara tertib dan teratur kepada 
Bupati Cq. Kepaln Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

(4J	 Dalam hal Perigguna Anggaran berhalangan, maka ; 
a.	 apabila mele oihi 15 (lima belas] hari sampai selama­

lamanya 3 (tiga) bulan Bupati menunjuk Kuasa 
Pengguna Anggaran dan diadakan beri ta acara serah 
terima keada.in Iisik dan keuangan; dan 

b.	 apabila melebihi 3 (tiga) bulan belurn dapat rnelaksanakan 
tugas, rnaka Bupati mencrapkan Pengguna Anggaran 
pengganti. 

(5)	 Dalarn hal Kcpr.Ia SKPD dijabat oleh Pelaksana Tugas (Pit), 
Bupati mcnunjt. k Pengguna Anggaran sampai ditetapkannya 
pejabat definitif. 

(6)	 Dalarn hal Kepela SKPD dijabat oleh Pelaksana Harian (PIh), 
Bupati mcnunju c Kuasa Pengguna Anggaran. 



Pengguna Anggara t bertanggungjawab tet-had ap kebenaran(7) 
bukti pembayaran yang mengakibatkan pcrnbebanan APED, 
sedangkan Kuasa J)engguna Anggaran bertanggungjawab atas 
pelaksanaan tugasrya kepada Penggulla Anggaran. 

Bagian Kedua 
Bendahara Penerimaall dan Bendahara Pengeluaran 

I'asal 5 

Bendahara Penerimaan dan Bcndahura Pengeluaran dilarang(I) 
merangkap sebaga Pengurus Barang/ Penyimpan Barang. 

Bendahara Pencr maan dan Bendahara pengeluaran yang(2) 
dananya bersumbcr dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah tidak dip arkenanka.n merangkap sebagai Bendahara 
Penerimaan dany ntau Bendahara Pengeluaran yang dananya 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Bendahara Peneri maan dan Bendahara Pengeluaran diangkat(3) 
berdasarkan : 
a. n ilai DP-3 dun tahun terakhir rata-rata baik; 
b. memilki tandu lulus kursus bendaharawan; 
c. pangkat sere.ndah-rendahnya golongan HI a dan telah 

berstatus Peg awai Ncgeri Sipil; 
d. mempunyai sifat dan akhlak yang baik, jujur, dapat 

dipercaya, tidak pemabuk dan penjudi. 

(4)	 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran diusulkan 
oleh PPKD selaku BUD kepada Bupati berdasarkan data dari 
Kepala SKPD. 

Pasal 6 

(1)	 Bendahara penenmaan dan/atau bendahara pengeluaran 
dalam melaksane.kan tugasnya dapat dibantu oleh pembantu 
bendahara pen erimaan dan/ atau pembantu bendahara 
pengeluaran. 

(2)	 Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, 
bendahara pcncr maan dan,' atau bendahara pengeluaran dapat 
dibantu oleh pcmbantu bendahara pencrimaan dan,' atau 
pembantu bends hara pengeluaran yang mclaksanakan fungsi 
sebagai : 

a.	 kasir atau pcmbuat dokumen pencrimaan: dan 
b.	 kasir, perr buat dokumen pengeluaran uang atau 

pengurusan gaji. 

(3)	 Penunjukkan bendahara penerimaan pembantu danl atau 
bendahar,a pengeluaran pemban tu se bagaimana dirnaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 



(4)
 

[L] 

(2) 

(3J 

(4) 

(1) 

(2)
 

Penunjukkan pembantu bendahara penerimaan danJatau 
pembantu bendaba -a pengeluaran sebagaimana dimaks'ud pada 
ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala ~)KPD. 

I asal 7 

Bendahara Pengeluaran harus menyirnpan uang ke dalam 
rekening giro dinas yang telah ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati pacta bank :!ang ditunjuk. 

Bendahara Penge uaran yang karena Ketentuan Peraturan 
perundang-undanr.an harus mempunyai rekening lain pada 
bank yang beluri ditunjuk, hams mendapat persetujuan 
Bupati. 

Bunga Rekening Giro alas simpanan bendahara pengeluaran 
sehagaimana dime ksud pada ayat (1) agar dipindah-bukukan ke 
rekening Kas Daerah. 

Pengguna Angga "an bcr-sama Bendahara 
Bendahara Pengeluaran wajib 
pembukuan/ pene atatan secara tertib. 

Penet-imaan 
menyelenggar

dan 
akan 

Ba ~ian Ketiga 
Pejabat Pcnatar.eahaan Keuangan SKPD 

Pasal 8 

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD mcmpunyai tugas 
sebagai berikut : 
a.	 meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa 

yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan 
diketanui/ disc tujui oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan; 

b.	 meneliti kclcn gkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS, 
Gaji dan tuniengan PNS serta penghasilan lainnya yang 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan 
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; 

c.	 melakukan ve-ifikasi SPP; 
d.	 menyiapkan SPM; 
e.	 melakukan verifikasi harian atas penerimaan; 
f.	 melaksanakan akuntansi SKPD; dan 
g.	 menyiapkan lnporan keuangan SKPD. 

Pejahat Penataus.ahaan Keuangan SKPD tidak boleh merangkap 
sebag~i pejaba . yang bcrtugas melakukan pemungutan 
penerimaan nc ~ara/ daerah. bendahara, danI atau pejabat 
pelaksana tckrus kegtatan. 



Penatausahaan(3)	 Dalam melaksans kan tugasnya, Pejabat 
Keuangan menyiapLan : 
a.	 register SPP-UP j SPP-GU jSPP-TU jSPP-LS; 

b.	 register SPM_UP/SPM-GUjSPM-TUjSPM-LS; 

c.	 register surat penolakan penerbitan SPM; 

d. register pencrirnaan laporan pertanggungjawaban 

penge1uaran (SFJ); 

e. register pen gesahan laporan pertanggungjawaban 

pengeluaran (Sf'J); 

f.	 register penolal- an lapor'an pertanggungjawaban pengeluaran 

(SPJ); dan 

g.	 buku-buku ye ng digunakan u n tuk mencatat prosedur 
akuntansi pencrimaan dan pengeluaran kas dalam rangka 
menyusun Lajoran Kcuangan SKPD (Laporan Realisasi 
Anggaran, Neraca, dan Cataran Atas Laporan Keuangan). 

Bagian Keempat
 
Permintaan Pe mbayaran, Pengelolaan
 

Penerimaan dan Pengeluaran
 

Pasa! 9 

(1)	 SPP-LS barang can jasa non pihak ketiga digunakan untuk 
membiayai belan a internal SKPD selain gaji dan tunjangan, 
seperti antara lain: Lernbur, Honorarium, Bahan Bakar Minyak 
(BBM); Gaji Nor PNS (Tenaga Harlan Lepas Sukare1a) dan 
Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan dan pengajuan SPP­
LS barang dan jasa non pihak ketiga ini dilakukan oleh 
bendahara penge uaran. 

(2)	 SPM unruk pcngisian Uang PersediaanjGanti Uang (UPjGU) 
jenis belanja lang sung harus discsuaikan dengan kebutuhan riil 
yang akan dilaks makan pada bulan yang bersangkutan. 

(3)	 Pengajuan SPM pengisian uang persediaan untuk keperluan 
selama 1 (satu) bulan. 

(4)	 Ketentuan batas jumlah Uang Persediaan (UP) sebagaimana 
dimaksud pada syar (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(5J	 Untuk keperlua a pembayaran tunai sehari-hari, Bendahara 
Pengeluaran diperbolehkan mempunyai pcrsediaan uang kas 
sebanyak-banya!mya sejumlah Rp.lO.OOO.OOO,- (sepuluh juta 
rupiah). 



Kepala Badan Pengelcla Keuangan dan Aset Daerah menolak 
permintaan pernbayarar apabila : . 
a.	 SPM tidak sesuai dengan urusan pemenntahan, program dan 

kegiatan, kode ak un , kelompok, jenis, objek dan rincian 
obyek belanja y mg dianggarkan dalarn DPA-SKPD serta 
melampaui Surat E'eriyediaan Dana (S?D); dan 

b.	 SPM tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan 

sah. 

Fasal 11 

(1)	 Penanggungjawab Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan 
Keuangan SKPD .iarus meneliti kebenaran dan sahnya suatu 
tagihan sebelum memerintahkan bendahara pengeluaran 
untuk melakukan pembayaran dan/ atau mengajukan SPM 
kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

(2)	 Pejabat yang me -andatangani dan/ ata.u mengesahkan bukti 
yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh hak 
pembayaran, bert anggungjawab atae kebcnaran bukti tersebut. 

(3)	 Terhadap Pejaba, Orang atau Badan yang rnenandatangani 
dan/ atau mcngcuahkan bukti yang digunakan sebagai dasar 
untuk memperoeh hak pembayaran karena kelalaiannya 
dan/atau kesala.iannya menimbulkan kerugian bagi daerah, 
dikenakan tuntulan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi 
menurut peraturnn perundang-undangan yang berlaku, 

(4)	 Terhadap Pejabat, Orang atau Badan yang menenma 
pembayaran dar daerah tanpa hak dan/ atau berdasarkan 
bukti-bukti yang tidak sah darr/atau tidak sesuai dengan 
kebenaran dapat dituntut menurut per-aturan perundang­
undangan yang terlaku. 

Pasal 12 

(1)	 Setiap SKPD yang mempunya. objek pendapatan, 
berkewajiban meningkatkan pencrimaan daerah sesuai 
dengan wewena ig dan tanggungjawabnya. 

(2)	 Setiap orang atau badan yang melakukan pemungutan 
penerimaan selambat-Iambatnya dalam waktu 1 (satu) had 
kerja diwajilkan menyetor seluruh uang hasil 
pemungutan/pcnerirnaan dimaksud ke Kas Daerah. 

(3)	 Setiap Bendat.ara Penerimaan selambat-lambatnya pada 
tanggal 10 {sepulub) setiap bulannya menyampaikan laporan 
tentang penermaan dan penyetoran pendapatan daerah 
kepada Bupati, melului Kepala Bad.an Pcngelola Keuangan dan 
Aset Daerah. 



Pcnulisan kode r -kerung dalam Surat Tanda Setoran (STS)(4) 
agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Untuk setiap per,geluaran atas be ban Anggaran Pendapatan(1) 
dan Belanja Dee -ah diterbitkan SPD ata.u dokumen lainnya 
yang diper-sarnakan dengan SPD, 

kode	 rekening
(2)	 Anggaran yang disediakan pada setiap 

tidak	 langsungmer-upakan bate s tertinggi untuk belanja 

danl atau belanja langsung. 

SKPD	 yang mcnc apat Alokasi anggaran belanja tidak langsung(3) 
dan/ atau belanjn langsung setiap kegiatan, diur-aikan dalam 
masing-masing kode rekening belanja. 

Pasal	 14 

Permintaan belanja yang belum terprogram dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, hams terlebih dahulu mcndapat 
persetujuan DPRD. 

Baglan kelima
 
Kewajiban Bendahara pengeluaran
 

Pasal	 15 

[1)	 Bendahara Pengcluaran sebagai wajib pajak dalam melakukan 
sctiap pembayaran harus memperhatikan dan melaksanakan 
peraturan perpajakan yang berlaku antara lain melakukan 
pemungutan dun penyetoran Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 
Pertambaban !lilai (PPNj, Pajak Penjualan Barang Mewah 
(PPn-BM) dan jenis-jenis Pajak lainnya sesuai dengan 
ketentuan perauran perundang-undangan yang berlaku. 

(2)	 Semua penerirr ann pajak yang dipungut hams segera disetor 
ke Kas Negara dalam waktu 1 x 24 jam. 

Pasal	 16 

(1)	 Bendahara Peugcluaran rnenca tat semua pencnrnaan dan 
pengeluaran de lam Buku Kas Umum (BKU). 

(2)	 BKU Bendaha-a Pengeluaran ditutup setiap bulan dengan 
sepengetahuan dan persetujuan Pengguna AnggaranjKuasa 
Pengguna Angsaran. 

(3)	 Sisa BKU harus sama dengan sisa Buku Kas Pembantu. 



(4) 

(5) 

(6) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

Jumlah yang tertera dalam BKU menunjukkan seca~a 
keseluruhan uang. yang ada dalam pengelolaan keuangan balk 
tunai maupun 8i83.. Bank dan Zatau s'urat-aurat berharga. 

Setiap bukti tran saksi yang sah alas bela.nja da? peneri~aan 
hams dicatat terJebih dahulu dalam BKU selanjutnya dicatat 
dalam buku-buku pembantu. 

Apabila pada akhir Tahun Anggaran terdapat sisa kas pada 
bendahara penge uarun diatur sebagai bcrikut : 
a.	 sisa kas yaru ada hams disetor ke Kas Daerah paling 

lambat tangg 11 31 (tiga puluh satu) Desernber tahun 
anggaran yang bersangkutan (contra pas); dan 

b.	 penyetoran se Jagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan 
dengan mengg unakan Sural Tanda Setoran ( STS). 

Bag.an keenam 
Pertanggungjawaban / Peugguna Anggaran 

I'usal 17 

Selambat-Iambat nya tanggal 10 (sepuiuhl setiap bulannya, 
bendahara pen geluaran diwajibkan mengtrimkan laporan 
pertanggungjawa.ban disertai dengan bukti yang sah kepada 
Bupati Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah dan tem'ouaannya disarnpaikan kepada Inspektorat. 

Setiap bukti pe -igcrueran/ penggunaan uang oleh bendanara 
pengeluaran yang akan dipertanggungjawabkan hams 
diverifikaai tcrl-bih dahulu oleh Pejabat Penatausahaan 
Keuangan pada 3KPD. 

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tidak 
dapat menerbit can Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
pengisianj pengganrian kas apabila SPJ bulan lalu sebelum 
disahkan. 

Pasal 18 

Syarat-syarat yaig harus dipcnuhi untuk sahnya Bukti Kas 
Pengeluaran (BKP) adalah sebagai berikut : 

a.	 BKP dibuat atas nama SKPD, tidak diperkenankan atas 
nama pribadi; 

b.	 dalam BKP j umlah yang tertulie dengan huruf harus sama 
dengan yang tertulis dengan angka; 

c.	 uraian dalam BKP hams jelas dan sesuai dengan tujuan 
pengeluaran dana yang tercantum d alarn DPA-SKPD; 

d.	 BKP hat-us ditandatar-gani oleh yang berhak menerima 
pembayaran, bendahara dan pengguna anggaran: 



e.	 apabila yang berhak menerima, pcmbayaran lebih dan 1 
(satu) orang, IT aka BKP cukup dltandatangam oleh 1 (satu) 
orang yang me wakili , tetapi harus ~ldukung dengan da~tar 
nama yang -elah ditandatangam oJeh masmg-masmg 
pener-ima pernhayaran; dan 

f.	 apabila yang 'oerhak menerima pembayaran adalah pihak 
ketiga, maka dalam BKP harus dicantumkan nama 
penerima dan dibubuhi tanda tangan serta stempel Zcap 
pernsahaan dan/atau badan yang bersangkutan. 

I asal	 19 

Pengguna Anggaran berhak menolak Surat Pertanggungjawaban 
(SPJ) yang disampaican oleh bendahara pengeluaran, apabila 
se.telah diteliti/ diper'ik sa oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan 
ternyata tidak sesua dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan yang berlakr. 

BAB IV 
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDlDlKAN DAN
 

PELATIHAN, SEMIN~.R ATAU LOKAKARYA SERTA
 
KEGlJ.TAN LAINNYA
 

Pasa120 

(1)	 Penyelenggaraa:', Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Seminar 
atau Lokaka.rya serta Kegiatan Lainnya bagi aparatur 
pemerintah (P~ S dan Non PNS) selama 3 (tiga) hari dapat 
dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan. 

(2)	 Penyelenggaraaa Diklat, Seminar atau Lokakarya serta 
kegiatan Iainny a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
waktu lebih da -i 3 (tiga] hari harus dilaksanakan oleh Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan bekerjasama dengan 
instansi terkait 

BAB V 
pgNGAWASAN 

Pasal2I 

Pengawasan terbadr.p . pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah yarg dite tapka.n dalam Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran SKPD dilakukan oleh Lembaga Pcngawasan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 



BAB VI 

KETENTVAN PERALIHAN 

}lasa122 

Hal-hal yang belum cnkup diatur dalam peraturan in i sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya, a kan ditetapkan lebih lanjut 
dengan Keputusan Bupati. 

l>asal23 

Pada saat Pcraturan Bupati irri berlaku, maka Peraturan Bupati 
Nomor 19 Tahun 20 3 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belan a Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 
Anggaran 2013 dicabu: dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB VII 

KETEN rUAN PENUTUP 

PasaI24 

Pcraturan ini mulai berlaku pacta tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang rru.ngetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

Ditetapkan di Kalianda 
pacta tanggal 2'7 Jancc r-I 2014 
BUPATI LAMPUNG SE TAN, 

I 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal 27 Januari OH 
SEKRETARIS DAERAH KAB ATEII LAMPUNG SELATAN, 

ONO 
BERITA DAERAH BUPATEN LAN. PUNG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 06 
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